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PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 77 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Menimbang

Mengingat

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

. bahwe dalam rangka optimalisasi kinerja instansi pelaksana

dan pihak-pihak yang terkait dalam hal pemungutan pajak
dacrah dan retribusi daerah dipandang periu merubsh
beberapa Pasal dalam ketentuan Peraturan Walikota Metro
tertang tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daersh
dan relribusi deerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota;

. Undang-Undang Nomar 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Dati Il Way Kanan, Kabupaten Dati 1| Lampung
Timur dan Keotamadya Dati Il Metro (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan

Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNamor 4286);

Undang-Undang  Nomar 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 4355);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momar 4437) sebagaimana lelah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
4438);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daeran
dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Memor 130 Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S043).

Undang-Undang Nomaor 12 Tahun 2011 tentang Pembeaniukan
Peraturan Perundsng-undangan {Lembaran Nagara Republik
indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Magara Rapublik Indonesia Momaor 5234),

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuwangan Daerah {Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2005 Momor 140, Tambaharn Lembaran
Megara Republik Indonesia Momer 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daersh dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indoresia Momor 5161);

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 01 Tahun 2014

1.

Ta.

tentang Pembentukan Produk Hukum Daersh (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 32);

Peraturan Dasrah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Pembantukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor
07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Metro Nomer 12 Tahun 2010 { Lembaran Daerah Kota Metro
Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Metro Nomor 01);

Peraluran Daerah Kota Metro Nomer 02 Tahun 2012 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor
(k3] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Metro Nomor 07 Tahun 2072 (Lembaran Daerah Kota Metro
Tahun 2012 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Matro Nomaor 08);

13.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2012 tentang

14.

16.

Relribusi Jasa Umium {Lembaran Daerah Kota Metra Takbun
2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Dasrah Kota Metro
Nomor 04);

Peraturan Daerah Kola Metra Nomor 04 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kotz Metro Tahun
2012 Memeor 05, Tambahan Lembaran Daerzh Kota Me'rs
MNeomor 05);

Feraturan Daergh Kota Matro Nomor 05 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Terlentu (Lembaran Daerah Kota Metro
Tahun 2012 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kots
Meltro Nomor 06):
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Menetapkan

Lad

16. Peraturan Daerah Kota Matro Nomor 05 Tahun 2012 tentang
Retribusi dan Pengendalan Menara Telskomunikasi
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 07,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor O7);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

FPERATURAN WALIKOTA METRC NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 11
Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan
Fajak Daerah dan Retribusi Dasrah (Berita Dasrah Kota Metro
Tahun 2012 Nomor 13) diubah sabagai berikut -

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 [sat) ayat sohingga
berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

(1) Insentif diberikan kepada dinas/badan/iembaga yang
tugss pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan
Pajak dan Retribusi.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
proporsional dibayarkan kepada;

a. Pejabat dan pegawai dinasbadan/dembaga yang
lugas pokok dan fungsinya  melaksanakan
pemungutan paak dan retribusi sesuai dengan
tanggung jawab masing-masing;

b, Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung
jawab pengelolaan keuangan daerah,

c. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah:;

d. Pernungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat
kelurahan dan Kecamatan, |lurah dan camat serta
tenaga yang mendapal penugasan dari instansi
pelaksana pemungut pajak dan retribusi | untuk
membantu pelaksanaan pamungutan Pajak Bumi dan
Bangunan.

(2} Pemberian Inzentif kepada kepala daerah, wakil kepals
daerah, dan sekretaris deerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dan huref ¢ dapat diberikan dalam
hal belum diberlakukan keteniuan mengenai remunerasi
di daerah yang bersangkutan.
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2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 4

Instansi pelaksana pemungul pajak dan retribus dapat diberi insentif apabila
mancapai targe!l penerimaan Pajak dan Retnbus yang ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan
vailu sebagal benkut:

a. Penerimaan Pajak Daerah:

Pajak Hotel,

Fajak Restoram,

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan (PPJ),

Pajak Parkir,

Pajak Air Tanah;

Pajak Atas Pengusaha Sarang Burung Walet dan Sriti:
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan;
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

© oM b

Penerimaan Retribusi Daeran;
1. Retribusi Jasa Umum:;
2. Refribusi Jasa Usaha:
4. Retribusi Penzinan Tertantu.

Besarnya persentase (%) yang harus dicapai dalam setiap Triwulan untuk
masing-masing jenis Penenmaan sebagaimana dimaksud hurndf a dan
hurut b ditetapkan sebagai berikwt

1. sampai dengan triwulan | : 15% {lima belas persen)

2. sampai dengan triwulan 1| - 40% (empat puluh persen)

3. sampai dengan triwulan N : 75% (Wjuh puluh lima parsen)
4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)

dengan penncian perhitungan sebagai berikit:

1. Apabila pada akhir triwulan | realizsasi mencapai 15% (lima belas
persen} atau lebin, insentif diberikan pada awal triwulan Il

2. Apabila pada akhir triwulan | realisasi kurang dari 15% (lima belas
oersen) insentif tidak diberikan pada awal triwulan |1

3. Apabila pada akhir trwulan |l realisasi mencapai 40% (empat puluh
persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan | yang belum
dibayarkan dan triwulan Il

4. Apabila pada akhir triwulan |l realisasi kurang dari 40% (empat puluh
persen), tetapi telah melebihi dari 15% {lima belas persen) maka
insentif triwulan | dibayarkan tetapi insentif untuk triwulan 1l belum
dibayarkan pada awal triwulan .

5. Apsbila pada akhir triwulan 11l realisasi kurang dari 75% (tujun puluh
lima persen), telapi telah melebihi dari 40% {empat puluh persen)
maka insentif yang dibayarkan insentif triwulan | darvatau friwulan I
yang belum dibayarkan dan insentif untuk triwulan 11l tidak diberikan
pada awal trivulan IV,

B. Apebila pada akhir triwulan Il realisasi mencapai 75% {tujub puluh
lima parsen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV,

7. Apabila pada akhir Iriwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus
persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belumn
dibayarkan,

3. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus
persen) letapi lebih dari 75% (tujuh puluh fima persen), insentif
diberikan untuk triwulan (Il dan triwulan sebelumnya yang belum
dibayarkan,
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(2]

(3

(4

I..

3.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dimaksudkan untuk
meningkatkan.

a. Kinerja Instansi,

E. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instans::

¢. Pendapatan Daerah; dan

d. Pelayanan kepada masyarakst,

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap
trowutan pada awal trivedian berikuinya

Dralam hal target kinerja suatu triwulan tidsk tercapsi, maka insentif untuk trivulan
lersebut dibayarkan pada awal lriwulan berikutnya yang telah mencapai target
kinerja trwulan yang ditentukan.

Dalam nal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai,
tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk friwulan sebelumnya.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbuny sebagai barikul |

Pasal 7

(1) Besamys pembayaran insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar 5%
{ima persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan
Pasal &

(2) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini, Kepala Dinas Pendapatan
Kota Metro menghitung realisasi penerimaan Pajak Dasrsh dan Retribusi
Daerah per triwulan.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut -

Pasal 9

(1) Kepala Dinas Pendapatan menyusun penganggaran insentif pemungutan
Eaja'h dan Refribusi berdssarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
asal 6

(2} Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung vang diuraikan
berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak
serta rincian obyek belanja pajak.

{3) Penganggaran insentif pemungutan Refribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dikelompokkan ke dalam belanjs tidak langsung yang diuraikan
berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungulan
Retribusi serta rincian chjek belanja Retribusi.



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO f

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

FPasal 10
Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah
tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun

anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya
yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal |l

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan VWalikota
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

. Ditetapkan di Metra
pada tanggal 13 marer 20149

TARAF HIEP ARKHIS

Sekda : WALIKOTA METRO,
Jf-'v : . MY

E.i':fr.ﬁﬂn Bagha...........| |~ 1 W /%
eadunbag ... o LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
padatanggal 9 mared Doy

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ISHA

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2014 NOMOR........J.



